BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2017 NOMOR 16

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27
Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4953);

2.Undang...



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9.Undang...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way KananNomor
136);

16.Peraturan...



16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 142);

17. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor
16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 31 Tahun 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 31);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2012 Nomor 42) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.

3. Badan PendapatanDaerah adalah Badan PendapatanDaerah
Kabupaten Way Kanan.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan PendapatanDaerah Kabupaten
Way Kanan.

5.Pemeriksaan...



5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan = peraturan = perundang-undangan
perpajakan daerah.

6. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan
PendapatanDaerah Kabupaten Way Kanan atau tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung
jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

7. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya,
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca
dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

8. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah
pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib
Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan
temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

9. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas
yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur
pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan
keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil
sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

10. Bukti permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik
berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang
dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang
atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat
menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah.

11. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

12. Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan
PendapatanDaerah Kabupaten Way Kanan, bertugas untuk
membahas perbedaan antara Pendapat Wajib Pajak dengan Hasil
Pembahasan atas Tanggapan Wajib Pajak oleh Tim Pemeriksa
Pajak.

3. Ketentuan Ayat (2) Pasal 2 ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2)Pelaksanaan.....



(2)

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Kepala Badan.

4. Ketentuan Ayat (1) huruf b Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Pemeriksaan terdiri dari:

a. Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak;
dan

b. Pemeriksaan Kantor yang dilakukan di Badan Pendapatan
Daerah.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan
Sederhana Lapangan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor atau
Pemeriksaan dengan korespondensi.

(4) Apabila dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kantor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan indikasi transaksi yang
mengandung unsur transfer pricing, dan/atau transaksi khusus
lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, maka
pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan
Lapangan.

5. Ketentuan Ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat
pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan
mutu pekerjaannya.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:

a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup
serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan
menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;

b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta
senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan

c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang
ditetapkan.

Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari Badan
Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

6.Ketentuan...



6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan
Pemeriksaan, yaitu:

a.

J-

pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang
baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat
pengawasan yang seksama;

luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk
yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan
data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik
sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan,;

temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang
cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;
pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang
terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim serta seorang
atau lebih anggota tim;

tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat
dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu
yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2), baik yang berasal dari Badan Pendapatan
Daerahmaupun yang berasal dari instansi di luar Badan
Pendapatan Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagai tenaga
ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi,
dan pengacara;

apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara
bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan
Daerah, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,
tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu
oleh pemeriksa Pajak;

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan
dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas
Kerja Pemeriksaan; dan

laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan
surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

7. Ketentuan Ayat (1) huruf d angka 3, Ayat (2) huruf a dan f Pasal 13
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 13

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:

a.melihat...



(2)

melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau
objek yang terutang pajak;

mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;

memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi
petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:

1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib
Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara
elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian
khusus;

2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk
membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
dan/atau

3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan,
dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa
ke kantor Badan Pendapatan Daerah;

melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta
barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
yang diperiksa melalui Kepala Badan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

a.

b.

memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Badan
Pendapatan Daerah dengan menggunakan surat panggilan;

melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik,
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek
yang terutang pajak;

meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan;

d.meminta...



meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh
Akuntan Publik melalui Wajib Pajak;dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
yang diperiksa melalui Kepala Badan.

8. Ketentuan Ayat (1) huruf d Angka 3 Pasal 15 diubah, sehingga
berbunyi:

(1)

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,
atau objek yang terutang pajak;

memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau
mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa
tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak
yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dokumen lain,uang dan/atau barang yang
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang
terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa
Pajak;

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain

berupa:

1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib
Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara
elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian
khusus;

2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk
membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
dan/atau

3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan,
dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk
dibawa ke kantor Badan Pendapatan Daerah;

4. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan

memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang

diperlukan.

(2)Dalam...



(2)

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan

Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan
sesuai dengan waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara
elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,
atau objek yang terutang pajak;

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh
Akuntan Publik; dan

f.  memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang
diperlukan.

9. Ketentuan Ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 21

Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak
melalui Kepala Badan dapat memanggil Wajib Pajak.

Penjelasan Wajib Pajak yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dituangkan dalam berita
acara pemberian keterangan Wajib Pajak.

10. Ketentuan Ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 22

Pemeriksa Pajak melalui Kepala Badan, dapat meminta
keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan
yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga
secara tertulis.

Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti
atau surat izin dari pihak yang berwenang.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Pemeriksa Pajak segera
menyampaikan Surat Peringatan I.

Apabila Surat Peringatan [ tidak dipenuhi oleh pihak ketiga,
Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan II.

(S)Apabila...



11.

12.

(S)

Apabila Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga,
Pemeriksa Pajak segera membuat berita acara tidak dipenuhinya
permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

Ketentuan Ayat (2) huruf b Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 30

Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi
atau persetujuan Bupati.

Instruksi atau persetujuan Bupati untuk melaksanakan

Pemeriksaan Ulang dapat diberikan:

a. apabila terdapat data baru masuk data yang semula belum
terungkap; atau

b. berdasarkan pertimbangan Kepala Badan.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus
didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban
perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak
berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai
dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a.

pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang
baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat
pengawasan yang seksama,;

luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya
Pemeriksaan untuk tujuan lain;

Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari
seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih
anggota tim;

Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan
Daerah, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,
tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap
perlu oleh Pemeriksa Pajak;

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan
dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas
Kerja Pemeriksaan;

Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain digunakan sebagai
dasar penerbitan surat keputusan atau sebagai bahan masukan
untuk pembuatan keputusan.

13.Ketentuan...



13. Ketentuan Ayat (1) huruf e dan Ayat (2) huruf c¢ Pasal 39 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:

a.

meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan
Pemeriksaan;

mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;

memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak; dan/atau

meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak yang diperiksa melalui Kepala Badan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan dengan
jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

a.

meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain termasuk data yang dikelola secara
elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak
atau objek yang terutang pajak;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak; dan/atau

meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak yang diperiksa melalui Kepala Badan.

14. Ketentuan Ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 45

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa
Pajak melalui Kepala Badan juga dapat memanggil Wajib Pajak
untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta
keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan
kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

(2)Permintaan...



(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dan Pasal 22.

Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di BlambanganUmpu
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI WAY KANAN,
Dto,
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal S Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 16




BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 16

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WAY KANAN

DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017



